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PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA WANITA 
YANG HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG 
(Angga Arya Saputra, 1110112025, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 95 halaman, 2015) 
ABSTRAK 
Wanita sebagai salah satu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib 
mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi.  Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 
32 Tahun 1999 terdapat perlindungan khusus bagi hak-hak narapidana wanita. Dalam kenyataannya, masih terdapat ketidak 
adilan terhadap perlindungan terhadap hak-hak bagi wanita walaupun mereka berstatus sebagai narapidana. Seperti kasus 
yang terjadi di Denpasar tahun 2011, narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar belum 
diperlakukan secara memadai, karena antara narapidana wanita dengan laki-laki masih dijadikan satu areal. Penelitian ini 
dilakukan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak bagi narapidana wanita yang hamil dan 
menyusui di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1) pelaksanaan perlindungan 
hukum dalam ppemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Padang, 2) apa sajakahyang menjadi kendala dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanita yang hamil dan menyusui di 
Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang, 3) apa sajakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak terhadap 
narapidana yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode penelitian yuridis sosioligis (empiris). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk hak-hak khusus narapidana 
wanita hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang berupa pemeriksaan dan jaminan kesehatan para 
narapidana wanita hamil hingga melahirkan. Kendala dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanita di Lembaga 
Pemasyarakatan kelas IIA Padang adalah para narapidana wanita yang hamil tidak diberikan makanan tambahan sesuai 
petunjuk dokter seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Upaya untuk mengatasi 
kendala dalam pemenuhan hak terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang berupa Makanan 
tambahan yang tidak diberikan kepada narapidana wanita hamil harus menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan dan peruntukan dana untuk makanan tambahan telah didapat dalam satu tahun ke depan sehingga 
narapidana wanita hamil bisa menikmati makanan tambahan yang cukup gizi dan sesuai dengan petunjuk dokter di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. 
